PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
| TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat
. Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan
pranata keagamaan yang bertujuan untuk mcningkatkari keadilan,
kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat
harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat
Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan,
kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan
zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan
profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat
dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sccara
nasional. BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural
bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui
Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan
pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk
menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.
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Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat
muslim di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan
tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam
pelaksanaannya  dibentuk  BAZNAS provinsi  dan BAZNAS
kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota ini-
bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah
provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS sesuai dengan
tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat
(UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional
dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor
perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-mas;jid.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga
-dapat  membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulari,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ.
Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X /2012 tanggal
31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ oleh masyarakat
dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum
setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan dan mendapat izin Menteri atau pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan wuntuk perkumpulan orang,
perseorarigan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir
masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum
terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dapat melakukan kegiatan pengelolaan
zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang
berwenang.

Selanjutnya, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan
LAZ dalam melaksanakan tugasnya, maka LAZ wajib membuat laporan
secara berkala untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah
daerah sesuai dengan tingkat dan kedudukan LAZ masing-masing.

II. PASAL . ..
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Pedoman Pengelolaan Zakat memuat norma, standar, dan
prosedur sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ...
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Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal ‘14

Cukup jelas,

PasallS

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cﬁkupjda&

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
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Pasal 22 ...
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Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokter” adalah dokter yvang ditunjuk
oleh BAZNAS.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 ...
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Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi
pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana
anggaran pendapatan dan belanja daerah,

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 . ..
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Ayat (1)
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Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi
pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan

dana sosial

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas,

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

keagamaan

lainnya serta penggunaan dana
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 49 ...
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Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
 Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh
BAZNAS” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor

. BAZNAS, konter yang disediakan oleh BAZNAS, rekening bank,
dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki,

Pésal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat {2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh
BAZNAS provinsi” antara lain dengan datang secara langsung
ke kantor BAZNAS provinsi, konter yang disediakan oleh

BAZNAS provinsi, rekening bank, dan pengambilan oleh
petugas kepada muzaki.

Pasal 35
Ayat (1}
Cukup jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh
BAZNAS kabupaten/kota” antara lain dengan datang secara
langsung ke kantor BAZNAS kabupaten/kota, konter yang
disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota, rekening bank, dan
pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Huruf a

Yang dimaksud dengan “terdaftar sebagai organisasi
kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan,
dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum” acalah
organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang
pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk
yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah
disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Hurufb ...
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Cukup jelas.

Hurufc
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yang dimaksud dengan “memiliki pengawas syariat” adalah

LAZ memiliki

pengawas

sendiri  atau

menunjuk pengawas syariat eksternal dari luar LAZ,

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal _59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 . ..
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Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Yang dimaksud dengan “komunitas dan wilayah tertentu belum
terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ” adalah komunitas muslim yang
berada di suatu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauth
dari BAZNAS dan LAZ dan tidak memiliki infrastruktur untuk
membayarkan zakat kepada BAZNAS atau LAZ.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74 . ..
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Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.
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Pasal 86 . . .
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Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5508



